
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.162, 2019 KEMENDAGRI. Kedudukan. Standar Kompetensi 

Staf Ahli Kepala Daerah. 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 134 TAHUN 2018 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI 

STAF AHLI KEPALA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai pelaksanaan Pasal 102 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya 

dapat dibantu staf ahli; 

  b. bahwa staf ahli kepala daerah dalam kedudukannya 

sebagai pembantu kepala daerah perlu secara sinergis 

selaras, dan terpadu dalam melaksanakan tugas untuk 

mendukung tugas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kedudukan, 

Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli 

Kepala Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494) 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 

tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606); 

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1907; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

KEDUDUKAN, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR 

KOMPETENSI STAF AHLI KEPALA DAERAH. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota. 

2. Staf Ahli Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Staf 

Ahli adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang 

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap 

isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai dengan 

keahliannya. 

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah 

provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

6. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja 

antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam 

bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, 

dan/atau taktis operasional. 

7. Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan dan 

karakteristik tentang kualifikasi kompetensi yang 

diperlukan bagi seorang Staf Ahli untuk melaksanakan 

tugas jabatan secara profesional. 

 

Pasal 2  

(1) Kedudukan, tata hubungan kerja dan standar 

kompetensi dimaksudkan untuk: 

a. memperkuat dan memperjelas peran, tugas dan 

fungsi Staf Ahli dalam memberikan pertimbangan 

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; 
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b. mewujudkan keterpaduan tata hubungan kerja 

antara Staf Ahli Kepala Daerah dengan Perangkat 

Daerah; dan 

c. mengetahui kualifikasi minimal seseorang dalam 

jabatan. 

(2) Kedudukan, tata hubungan kerja dan standar 

kompetensi staf ahli kepala daerah bertujuan untuk 

mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah 

daerah secara sinergis terpadu dan terkordinasi. 

 

BAB II  

KEDUDUKAN STAF AHLI 

 

Pasal 3  

(1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat 

dibantu Staf Ahli. 

(2) Tugas Staf Ahli pada ayat (1) diantaranya yaitu mewakili 

Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi 

kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan 

kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan 

kemampuan keuangan daerah. 

 

Pasal 4  

(1) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat 

dan diberhentikan oleh Kepala Daerah yang memenuhi 

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu 

memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam 

jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapan, 

kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertentu. 

(3) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 

(4) Staf Ahli berkedudukan berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara 

administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. 
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Pasal 5  

(1) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam 

forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan 

kebijakan umum dan rencana strategis daerah 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan. 

(2) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf 

Ahli berupa: 

a. menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana kerja 

dengan memperhatikan standarisasi yang 

ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan 

Daerah; 

b. staf yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil 

sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan tugas Staf Ahli di bidang administrasi 

surat menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, 

serta penyusunan naskah dinas; dan 

c. membentuk 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha Staf 

Ahli pada bagian yang membidangi urusan 

umum/tata usaha. 

(3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

bertanggung jawab kepada pejabat yang membidangi 

tugas ketatausahaan pada Sekretariat Daerah. 

 

BAB III  

TATA HUBUNGAN KERJA 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 6  

(1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui 

hubungan kerja yang meliputi: 

a. konsultatif; 

b. kolegial; 

c. fungsional; 

d. struktural; dan 

e. koordinatif. 
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